SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 33
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANUL] SELATAN,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya perlu adanya Infrastruktur Pusat Data Daerah
guna mendukung ketersediaan data dan informasi daerah
yang terpadu, cepat, tepat dan akurat untuk dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 154);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangakat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembetukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 30);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016 Nomor 677);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 33 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT
DATA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 870) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 {dua) angka yaitu angka (10), dan angka

(11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan yang

selanjutnya disingkat Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan
sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan

penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

Infrastruktur Pusat Data adalah perangkat jaringan, perangkat

komputerisasi, perangkat keamanan dan perangkat keamanan fisik.

Data Elektronik/Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah suatu
pemrosesan data komersial secara berulang kali terhadap data yang

sejenis.



10. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk

berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.

11. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin

ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (3}, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) tetap;

(2) tetap;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Infrastruktur Pusat Data Daerah memperhatikan kebutuhan integrasi
dengan pusat data Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, dan
Pemerintah Pusat.

Pasal 10
3. Ketentuan ayat (2) huruf (c) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

(1) tetap;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pelaksana Infrastruktur menyelengarakan fungsi :

a. penyelenggaraan Infrastruktur Pusat Data;

b. penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah;

c. penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan
Integrasi antara OPD, Pemerintah Daerah lainnya, dan Pemerintah
Pusat;

d. pelaksanaan tugas l!ain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 111
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal R 7 Jonuen; ol

BUPATI TAPANULI SELATAN
ttd
SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 37 4anuan goal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7@70




